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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 303/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Dinus Wanimbo, S.H. dan dr. Gamael Eldorando 
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Nomor Urut 3)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara 

	Pihak Terkait
	:
	Willem Wandik dan Yotam Wonda
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025


	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 22.50 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan Termohon tidak melakukan rekapitulasi atas suara Pemohon  di enam distrik yaitu Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa di Distrik Gilubandu, dan Distrik Telenggeme suara Pemohon dialihkannya kepada pasangan calon lain yang menyebabkan selisih perolehan suara. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati nomor 349 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024), menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang benar, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, dan Distrik Nunggawi pada 17 Desa dan 23 TPS.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yakni berupa kesalahan dalam proses rekapitulasi suara Pemohon yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan lembaga lain, selain itu Pemohon juga salah menuliskan judul objek perselisihan yang merupakan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana dituliskan dalam posita dan petitumnya sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.


Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024 diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 22.50 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang benar sebagai berikut: 1.  Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP sebanyak 47.887 suara, 2. Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos. sebanyak 48.059 suara, 3. Dinus Wanimbo, S,H., M.H – dr. Gamel Eldorando Enumbi sebanyak 69.987 suara, dan 4. Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si sebanyak 64.789 suara, dengan total suara sah sebanyak 230.722 suara dan permintaan dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Telenggeme, Distrik Gilubandu, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi pada 17 Desa dan 23 TPS dengan rincian: TPS 001 Desa Barenggo, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Belep, TPS 001 Desa Delelah, TPS 001 Desa Derek, TPS 001 Desa Gilo, TPS 001 Desa Kanggineri, TPS 001 Desa Kilungga, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kokondao, TPS 001 Desa Kondangwi, TPS 001 Desa Kubalo, TPS 001 Desa Mololowa, TPS 001 dan TPS 002 Desa Nunggawi, TPS 001 Desa Tomobur, TPS 001 Desa Tunibur, TPS 001 Desa Undi, TPS 001 dan TPS 002 Desa Wondame, dan TPS 001 Desa Woyi. Setelah mencermati rumusan petitum tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa sifat rumusan petitum Pemohon bukanlah alternatif karena rumusan petitum Pemohon tidak dihubungkan dengan menggunakan kata “atau”, sehingga rumusan petitum yang demikian merupakan petitum yang bersifat kumulatif. Oleh karenanya, dalam batas penalaran yang wajar Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar karena di sisi lain Mahkamah juga diminta untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS pada distrik yang didalilkan. Dengan rumusan petitum demikian, berarti proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara belum selesai dilakukan dan masih terdapat suara yang akan terakumulasi sebagai hasil pemungutan suara ulang. Dengan demikian, telah jelas bahwa petitum permohonan Pemohon adalah saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan a quo dikabulkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
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